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PENDAHULUAN 

Fatwa merupakan komponen 

penting dalam hukum Islam yang 

berfungsi sebagai alat interpretatif 

yang membantu dalam menjawab 

isu-isu kontemporer dalam kerangka 

hukum Islam. Pentingnya fatwa 

terletak pada kemampuannya untuk 

menyesuaikan prinsip-prinsip 

agama dengan konteks sosial yang 

terus berubah, sehingga 

memberikan petunjuk kepada umat 
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Muslim mengenai masalah pribadi 

dan komunitas sesuai dengan ajaran 

Islam (Al-Hakim, 2019; L. A. 

Nasution, 2022). Fatwa biasanya 

dikeluarkan oleh ulama atau 

lembaga yang berkompeten, seperti 

Majelis Ulama Indonesia (MUI), 

yang menggunakan ijtihad suatu 

interpretasi independen atau orisinal 

dari sumber-sumber Islam untuk 

memberikan pendapat hukum (L. A. 

Nasution, 2022). 

Hubungan antara fiqh, fatwa, 

dan qanun sangatlah kompleks, 

namun mendasar dalam 

implementasi hukum Islam di 

berbagai wilayah hukum. Fiqh, yang 

umumnya dipahami sebagai 

interpretasi manusia terhadap 

hukum Islam yang bersumber dari 

Al-Qur'an dan Sunnah, merupakan 

kerangka dasar yang digunakan 

dalam penyusunan fatwa (Ruano, 

2022). Sebaliknya, qanun merujuk 

pada undang-undang negara yang 

diberlakukan dalam konteks 

legislatif modern yang mungkin 

mencakup prinsip-prinsip Islam. 

Oleh karena itu, meskipun fiqh 

menjadi dasar bagi pendapat hukum 

agama (fatwa), qanun merupakan 

manifestasi hukum dari prinsip-

prinsip tersebut dalam kerangka 

hukum negara (Haikal & Abubakar, 

2021). Lebih lanjut, fatwa sering kali 

memberikan kontribusi signifikan 

dalam perumusan qanun, 

memastikan bahwa proses legislasi 

berjalan sesuai dengan nilai-nilai 

Islam (F. A. Nasution, 2023). 

Dengan latar belakang tersebut, 

jurnal ini bertujuan untuk menjawab 

pertanyaan utama: "Apa peran fatwa 

dalam penyusunan qanun dan apa 

implikasi dari hubungan ini 

terhadap tata kelola Islam 

kontemporer?" Penelitian ini 

berfokus pada bagaimana fatwa 

memengaruhi proses hukum dan 

mengarahkan norma sosial serta 

legislasi negara. Selain itu, jurnal ini 

akan menganalisis bagaimana fatwa 

dapat memandu badan legislatif 

dalam merancang undang-undang 

yang mengharmonisasikan prinsip-

prinsip agama dengan kebutuhan 

pemerintahan modern dalam 

konteks Islam (Ratnasari & Sudrajat, 

2023). Sebagai contoh, dalam kasus 

pandemi COVID-19, fatwa MUI 

menunjukkan bagaimana fatwa 

dapat memengaruhi kebijakan 

negara, sehingga secara langsung 

berdampak pada langkah-langkah 

kesehatan masyarakat dan 

membentuk sikap komunitas 

terhadap kepatuhan. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang 

digunakan adalah pendekatan 

kualitatif dengan analisis studi 

literatur dan studi kasus untuk 

mengeksplorasi interaksi antara 

fatwa dan qanun, khususnya dalam 

konteks penerapannya di Indonesia. 
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Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa fiqh sebagai dasar 

pemahaman hukum Islam 

memberikan landasan bagi 

pengeluaran fatwa yang praktis, 

yang kemudian menjadi dasar bagi 

penyusunan qanun (Sugiyono, 

2010). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hubungan Antara Fiqh, Fatwa, dan 

Qanun 

Hubungan antara Fiqh, Fatwa, 

dan Qanun merupakan jalinan yang 

sangat erat dalam tradisi hukum 

Islam, mencerminkan suatu sinergi 

antara interpretasi ilmiah, putusan 

praktis, dan hukum yang telah 

dikodifikasikan. Interaksi ini muncul 

dalam berbagai bentuk, terutama 

dalam pembuatan fatwa yang 

berasal dari fiqh sebagai sumber 

dasar, penggunaan fatwa sebagai 

dasar pembuatan qanun di berbagai 

yurisdiksi, serta analisis terhadap 

kesamaan dan perbedaan antara 

ketiga konsep ini. 

Fiqh, sebagai ilmu fiqh dalam 

hukum Islam, merupakan sistem 

dasar pemahaman dalam kerangka 

hukum Islam yang memandu para 

ulama dalam menafsirkan teks-teks 

Islam. Fiqh bertujuan untuk 

merumuskan aturan-aturan hukum 

berdasarkan pemahaman terhadap 

Al-Qur'an, Sunnah, serta prinsip-

prinsip hukum Islam lainnya. Fiqh 

bukan hanya teori, tetapi juga suatu 

upaya yang berkelanjutan untuk 

menyesuaikan hukum Islam dengan 

perkembangan zaman dan 

kebutuhan masyarakat. Fatwa, di sisi 

lain, merupakan penerapan prinsip-

prinsip fiqh dalam merespons 

pertanyaan spesifik yang diajukan 

oleh individu atau komunitas 

mengenai masalah hukum dan etika. 

Dengan kata lain, fatwa dapat 

dipandang sebagai manifestasi 

praktis dari fiqh dalam menjawab 

situasi nyata. Sebagai contoh, Majelis 

Ulama Indonesia (MUI) memainkan 

peran penting dalam membentuk 

pendapat hukum Islam melalui 

fatwa-fatwanya yang berasal dari 

analisis komprehensif terhadap 

kaidah-kaidah fiqh (Hasyim, 2019; 

Madani & Rufaida, 2023). Fatwa-

fatwa ini tidak hanya sekadar 

interpretasi, melainkan mencakup 

proses pembelajaran dan penalaran 

yang didasarkan pada ushul al-fiqh 

(prinsip-prinsip dasar dalam fiqh) 

dan realitas isu-isu kontemporer. 

Para ulama seringkali merujuk pada 

maqasid al-shari'ah, tujuan utama 

dari hukum Islam, untuk 

memastikan bahwa fatwa-fatwa 

tersebut merespons kebutuhan dan 

keadaan masyarakat modern 

(Nurcholis, 2021). Hal ini 

menunjukkan bagaimana fatwa 

yang dihasilkan dari fiqh sangat 

diperlukan untuk menghadapi 

permasalahan sosial yang dinamis, 

serta menggambarkan bagaimana 

sistem ini dapat beradaptasi dan 

relevan dengan zaman. 
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Fatwa memiliki hubungan yang 

sangat erat dengan qanun (hukum 

lokal) dan berfungsi sebagai dasar 

yang signifikan dalam proses 

legislasi di berbagai negara Islam. 

Sebagai contoh, di Indonesia, fatwa 

mengenai kelayakan pengobatan 

tertentu sering kali menjadi 

masukan utama dalam proses 

pembuatan qanun yang berkaitan 

dengan kesehatan masyarakat atau 

masalah moral (Fakhrunnas, 2018). 

Fatwa MUI mengenai status 

halal vaksin COVID-19 merupakan 

contoh nyata dari sinergi ini, karena 

fatwa tersebut memengaruhi qanun 

lokal yang berkaitan dengan 

kebijakan kesehatan masyarakat 

(Atabik & Muqtada, 2024). Dengan 

demikian, fatwa dari MUI 

menyediakan kerangka kerja yang 

digunakan oleh pemerintah daerah 

dalam membuat undang-undang, 

memperkuat interaksi antara 

jurisprudensi interpretatif dan 

legislasi formal. 

Dalam konteks lain, fatwa juga 

secara langsung memengaruhi 

undang-undang negara, seperti 

regulasi terkait zakat (pemberian 

amal), di mana putusan hukum 

mencakup tanggung jawab fiskal 

yang berlandaskan pada keyakinan 

Islam dan menyediakan kerangka 

kerja yang dapat dijadikan undang-

undang nasional (Firmansyah et al., 

2022). Hal ini menunjukkan 

bagaimana fatwa dapat berimplikasi 

praktis, mengubahnya menjadi 

komponen yang memperkuat 

infrastruktur hukum yang mengatur 

perilaku masyarakat sesuai dengan 

prinsip-prinsip Islam. 

Meskipun fiqh, fatwa, dan 

qanun memiliki tujuan yang sama 

dalam membimbing perilaku sesuai 

dengan prinsip hukum Islam, 

ketiganya memiliki karakteristik 

yang berbeda. Fiqh adalah usaha 

yang lebih luas dan abstrak dari para 

ulama untuk merumuskan aturan-

aturan berdasarkan sumber-sumber 

utama Islam, yaitu Al-Qur'an dan 

Sunnah. Fiqh tidak hanya bersifat 

teoritis tetapi juga berusaha untuk 

mengadaptasi prinsip-prinsip 

agama dalam berbagai konteks 

sosial dan zaman. Di sisi lain, fatwa 

merujuk pada pendapat khusus 

yang dikeluarkan oleh ulama yang 

berkompeten dalam menanggapi 

pertanyaan hukum tertentu, yang 

berfungsi sebagai panduan praktis 

dalam kehidupan agama sehari-hari 

(Bahruddin, 2018).  

Fatwa, meskipun tidak mengikat 

secara hukum, memiliki pengaruh 

yang kuat dalam membentuk 

pandangan masyarakat dan 

kebijakan publik. Sebaliknya, qanun 

mencerminkan hukum yang telah 

dikodifikasikan dalam kerangka 

pemerintahan negara, sering kali 

dipengaruhi oleh fatwa dan norma 

budaya lokal. Qanun adalah produk 

hukum positif yang secara resmi 

diterapkan oleh negara dan dapat 

mengikat secara hukum bagi seluruh 
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warga negara. Ini menciptakan 

ruang di mana fatwa, meskipun 

tidak bersifat mengikat, dapat 

memberikan pengaruh besar 

terhadap kebijakan publik dan 

norma-norma sosial (Husaeni, 2023). 

Jadi, hubungan antara fiqh, 

fatwa, dan qanun menunjukkan 

struktur hukum Islam yang 

kompleks namun koheren. Fiqh 

menjadi dasar bagi interpretasi, 

fatwa memberikan panduan yang 

dapat diterapkan dalam praktik, dan 

qanun mengkodifikasi interpretasi 

tersebut untuk menetapkan standar 

hukum yang dapat diberlakukan 

secara resmi dalam masyarakat. 

Ketiganya saling melengkapi dalam 

menciptakan sistem hukum yang 

adaptif dan relevan, serta mampu 

menghubungkan tradisi dengan 

kebutuhan masyarakat modern. 

Implikasi Fatwa dalam Praktik 

Hukum 

Implikasi fatwa dalam praktik 

hukum melampaui sekadar 

pernyataan doktrinal; fatwa 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kebijakan hukum serta 

penerapan praktis hukum seperti 

qanun (peraturan daerah) di wilayah 

seperti Indonesia. Pengaruh ini 

beroperasi melalui berbagai 

mekanisme dan dapat dilihat dalam 

banyak studi kasus, sementara pada 

saat yang sama menghadapi 

tantangan yang cukup besar. 

Fatwa memainkan peran krusial 

dalam membentuk kebijakan 

hukum, terutama dalam sistem 

hukum ganda Indonesia. Majelis 

Ulama Indonesia (MUI), melalui 

fatwa-fatwanya, memberikan 

panduan bagi proses legislasi dan 

mendukung perumusan qanun 

dengan memberikan legitimasi 

religius pada kode hukum yang 

mengintegrasikan prinsip-prinsip 

Islam. Sebagai contoh, fatwa 

mengenai Undang-Undang Jaminan 

Produk Halal menunjukkan 

bagaimana otoritas agama dapat 

berkontribusi pada legislasi 

nasional, di mana fatwa digunakan 

untuk memberikan panduan tentang 

apa yang diterima dalam kerangka 

hukum negara (Yusmad & Siliwadi, 

2022). Fatwa-fatwa ini kadang-

kadang memperkuat kebijakan 

negara, seperti yang terlihat pada 

peranannya dalam membentuk 

sistem zakat (amal) dan 

memengaruhi undang-undang yang 

berkaitan dengan kesejahteraan 

masyarakat (Mufid & Muhammad, 

2023). 

Lebih jauh lagi, fatwa dapat 

dilihat sebagai instrumen rekayasa 

sosial, yang tidak hanya bertujuan 

untuk mengarahkan perilaku 

individu, tetapi juga untuk 

membentuk norma-norma 

komunitas sedemikian rupa 

sehingga mendukung tujuan 

pemerintahan (Bisyri, 2020). 

Persimpangan antara fatwa dan 
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kebijakan publik ini menunjukkan 

kapasitas fatwa untuk melampaui 

batas-batas agama, memengaruhi 

berbagai sektor masyarakat, dan 

menghasilkan kerangka pluralisme 

hukum yang menghadirkan 

tantangan baik yang bersifat 

integratif maupun divisif (Afandi & 

Bagaskoro, 2024). 

Banyak studi kasus 

menggambarkan hubungan yang 

rumit antara fatwa dan qanun. 

Sebagai contoh, fatwa MUI 

mengenai prosedur perceraian yang 

mengakui baik proses yang berbasis 

pengadilan maupun yang non-

pengadilan, menunjukkan 

bagaimana fatwa dapat 

mendefinisikan praktik yang 

diterima dalam kerangka hukum 

Islam sambil menyesuaikan dengan 

realitas hukum yang ada (Ratnasari, 

Janwari, et al., 2025). Contoh lainnya 

terlihat pada fatwa mengenai 

interaksi media sosial, yang berasal 

dari kekhawatiran mengenai 

perilaku dalam lingkungan sosial 

yang semakin digital. Fatwa ini tidak 

hanya memberikan pedoman 

normatif, tetapi juga memperkuat 

standar perilaku komunitas, 

mencerminkan peran ganda fatwa 

sebagai instrumen agama dan sosial 

(Shuhufi et al., 2022). 

Dinamikanya dalam fatwa MUI 

mengenai zakat juga menonjolkan 

pengaruh ini; fatwa operasional 

mengenai zakat telah membantu 

legislasi dengan memberikan 

motivasi komunitas dan kejelasan 

mengenai kewajiban Islam, sehingga 

memfasilitasi interaksi antara 

kebutuhan agama dan kewajiban 

negara (Mufid & Muhammad, 2023). 

Namun, meskipun memiliki 

potensi besar, implementasi fatwa 

dalam qanun menghadapi berbagai 

hambatan. Kritik terhadap 

konstitusionalitas fatwa sering 

muncul, terutama ketika fatwa 

berinteraksi dengan kerangka 

hukum nasional yang tidak selalu 

mengakomodasi hukum Islam 

secara universal (Afandi & 

Bagaskoro, 2024). Praktik 

diskriminatif dan persepsi bahwa 

beberapa fatwa kuno atau usang 

memperumit penerimaan dan 

efektivitasnya dalam konteks 

hukum modern. Hal ini 

mencerminkan ketegangan sosial 

yang lebih luas terkait dengan 

integrasi adat lokal dengan 

jurisprudensi Islam yang dikelola 

oleh badan-badan seperti MUI, yang 

menyebabkan perlawanan dan, 

terkadang, penolakan terhadap 

fatwa oleh segmen-segmen 

masyarakat (Harimurti et al., 2020; 

Mahendra et al., 2021). 

Tantangan lebih lanjut terkait 

dengan penerimaan publik dan 

rendahnya tingkat sosialisasi 

terhadap beberapa fatwa, yang 

dapat mengarah pada reaksi balik 

atau apatisme terhadap kode hukum 

yang mengintegrasikan elemen 

agama (Ansori, 2022). Selain itu, 
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beragamnya interpretasi dalam tafsir 

ilmiah Islam dapat menciptakan 

ketidakselarasan dalam penerapan 

fatwa, yang mengarah pada 

kebingungan mengenai sifat 

mengikat dan relevansinya dalam 

praktik lokal (Noor & Wulandari, 

2021). 

Pengaruh fatwa dalam kerangka 

hukum seperti qanun sangat besar, 

membentuk kebijakan dan praktik 

hukum, sambil menghadapi 

tantangan terkait dengan integrasi, 

penerimaan, dan implementasi. 

Meskipun fatwa berfungsi sebagai 

panduan dalam kerangka hukum, 

proses penerapannya dalam sistem 

hukum formal sering kali 

menghadapi berbagai hambatan, 

yang perlu diatasi agar fatwa dapat 

secara efektif membentuk kebijakan 

hukum yang berkeadilan dan 

inklusif bagi masyarakat Muslim. 

 

Analisis Kritis 

Penerapan fatwa dalam 

kerangka qanun di era modern 

mencerminkan upaya berkelanjutan 

untuk menyelaraskan fiqh Islam 

dengan tantangan kontemporer. 

Dalam konteks ini, Majelis Ulama 

Indonesia (MUI) melalui Dewan 

Syariah Nasional (DSN) mengadopsi 

pendekatan moderasi dalam 

mengeluarkan fatwa, dengan 

mencoba menyeimbangkan antara 

interpretasi yang terlalu ketat 

(mutasyaddid) dan yang terlalu 

longgar (mutasâhil). Metodologi 

yang mereka gunakan menekankan 

pada prinsip gradualisme (tadriji) 

dan kepatuhan sukarela 

(tathawwu'i), yang memungkinkan 

fatwa yang dikeluarkan tetap 

relevan dengan isu-isu masa kini 

yang dihadapi oleh masyarakat 

(Izmuddin et al., 2022; Rahmi et al., 

2024). Pendekatan ini sangat penting 

untuk menjaga keberlanjutan 

relevansi fiqh dalam masyarakat 

yang terus berkembang dan 

menghadapi tantangan baru. 

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan 

oleh MUI cenderung mengutip 

sumber-sumber tradisional seperti 

Al-Qur'an, Hadis, dan prinsip-

prinsip fiqh yang telah mapan, yang 

memberikan legitimasi dan 

penerimaan terhadap fatwa tersebut 

di kalangan umat Islam. Dalam hal 

ini, fatwa tidak hanya berfungsi 

sebagai alat hukum, tetapi juga 

sebagai instrumen yang 

memperkuat identitas komunitas 

Muslim dan pengamalan spiritual 

mereka. Salah satu contoh penting 

adalah fatwa yang berkaitan dengan 

kepatuhan halal, yang meskipun 

tidak bersifat mengikat secara 

hukum, memiliki pengaruh besar 

dalam mendorong masyarakat 

untuk mengikuti praktik-praktik 

Islam, seperti sertifikasi halal, yang 

mencerminkan komitmen mereka 

terhadap ajaran agama dan 

pengamalan kehidupan sehari-hari 

(Hardiyanto et al., 2023). 
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Namun, analisis lebih lanjut 

terhadap penerapan qanun, 

khususnya di Aceh terkait dengan 

Undang-Undang Jinayat, 

menunjukkan bahwa hubungan 

antara hukum, budaya, dan 

interpretasi agama sangatlah 

kompleks. Undang-undang ini tidak 

hanya mengatur perilaku, tetapi juga 

mencerminkan bagaimana 

masyarakat memahami dan 

menginternalisasi prinsip-prinsip 

hukum Islam dalam kehidupan 

mereka (Qotadah et al., 2022). Hal ini 

menunjukkan bahwa meskipun 

fatwa dan qanun memiliki potensi 

untuk menciptakan struktur hukum 

yang solid, penerapannya harus 

sangat memperhatikan kondisi 

budaya dan sosial di mana ia 

diterapkan, karena nilai-nilai budaya 

setempat dapat mempengaruhi 

interpretasi dan penerimaan 

terhadap hukum tersebut. 

Peran masyarakat dalam 

membentuk pengaruh ulama dan 

fatwa mereka sangatlah penting. 

Ulama di Indonesia memiliki 

otoritas besar yang berasal dari 

pelatihan teologis mereka dan posisi 

moral mereka dalam masyarakat. 

Otoritas ini memungkinkan mereka 

untuk mendorong perubahan dan 

mempromosikan interpretasi 

hukum Islam (fiqh) yang sejalan 

dengan nilai-nilai masyarakat 

kontemporer (Mardian et al., 2021). 

Fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh 

MUI sering kali bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman publik 

mengenai isu-isu kompleks yang 

dihadapi umat Islam Indonesia, 

termasuk kebutuhan sosial modern 

dan tantangan global. Dalam hal ini, 

fatwa tidak hanya berfungsi sebagai 

produk hukum, tetapi juga sebagai 

alat untuk mengedukasi masyarakat 

mengenai cara-cara Islam dapat 

beradaptasi dengan perubahan 

sosial dan ekonomi yang ada. 

Namun, interaksi antara ulama 

dan masyarakat bukanlah proses 

satu arah. Sebaliknya, permintaan 

dari masyarakat sering kali 

mendorong munculnya ijtihad baru 

oleh ulama, terutama terkait dengan 

isu-isu kontemporer seperti keadilan 

gender dan pelestarian lingkungan 

(Kabir, 2023). Fatwa-fatwa yang 

berkaitan dengan isu lingkungan, 

misalnya, menunjukkan bagaimana 

MUI mengaitkan prinsip-prinsip 

Islam dengan tujuan keberlanjutan 

global, sehingga memperkuat 

relevansi hukum Islam dalam 

diskursus kontemporer mengenai 

perubahan iklim dan tanggung 

jawab sosial (Ratnasari, Nurrohman, 

et al., 2025). Dalam konteks ini, fatwa 

tidak hanya menjawab pertanyaan 

hukum, tetapi juga membantu 

masyarakat untuk mengarahkan 

perilaku mereka dalam menghadapi 

tantangan global yang semakin 

kompleks. 

Penerimaan masyarakat 

terhadap fatwa juga sangat penting, 

karena hal ini dapat mempengaruhi 
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penegakan fatwa melalui kepatuhan 

kolektif, yang didukung oleh 

kerangka sosial-politik yang ada 

(Widigdo & Hamid, 2018). Kekuatan 

sosial yang ada dalam masyarakat, 

ditambah dengan kerangka hukum 

yang ada, dapat memperkuat atau 

bahkan memperlemah efektivitas 

fatwa. Namun, dalam banyak kasus, 

rendahnya tingkat sosialisasi dan 

pemahaman terhadap fatwa tertentu 

dapat menyebabkan penolakan atau 

ketidakpedulian terhadap fatwa 

tersebut, yang pada gilirannya dapat 

merusak efektivitas hukum yang 

diterapkan. 

Secara keseluruhan, interaksi 

antara fatwa yang dikeluarkan oleh 

ulama dan masyarakat yang mereka 

layani menggambarkan proses 

dialogis yang terus berkembang, di 

mana hukum Islam terus berevolusi. 

Modernisasi fiqh ini mencerminkan 

pemahaman yang lebih mendalam 

tentang isu-isu kontemporer, sambil 

tetap berpegang pada prinsip-

prinsip Islam tradisional. Dengan 

demikian, fatwa memainkan peran 

penting dalam menjaga relevansi 

hukum Islam dalam kehidupan 

kontemporer, tetapi tantangan 

dalam penerapannya harus terus 

dihadapi agar hukum Islam dapat 

berfungsi secara optimal di 

masyarakat yang terus berkembang. 

 

 

 

KESIMPULAN 

Hubungan antara fiqh, fatwa, 

dan qanun menciptakan struktur 

hukum Islam yang saling terhubung 

dan koheren. Fiqh sebagai dasar 

pemahaman hukum Islam 

memberikan landasan bagi 

pengeluaran fatwa yang praktis, 

yang kemudian menjadi dasar bagi 

penyusunan qanun dalam sistem 

hukum negara. Proses ini 

menggambarkan bagaimana fiqh, 

sebagai hasil pemikiran ilmiah 

ulama, berfungsi untuk memberikan 

pedoman praktis yang aplikatif 

melalui fatwa dalam menjawab 

tantangan-tantangan kontemporer. 

Fatwa, meskipun tidak mengikat 

secara hukum, memainkan peran 

yang sangat penting dalam 

membentuk kebijakan publik, 

mempengaruhi norma sosial, dan 

memberikan legitimasi pada 

legislasi yang berkaitan dengan 

prinsip-prinsip Islam, seperti yang 

terlihat dalam peran fatwa MUI 

dalam sistem zakat dan produk 

halal. 

Penerapan fatwa dalam qanun, 

khususnya di Indonesia, 

menunjukkan bagaimana fatwa 

dapat berkontribusi dalam 

merumuskan hukum yang sejalan 

dengan nilai-nilai Islam. Fatwa-

fatwa ini berperan tidak hanya 

dalam memberikan panduan 

hukum, tetapi juga dalam 

menciptakan kebijakan sosial yang 

mencerminkan pemahaman agama 
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terhadap masalah sosial 

kontemporer. Meski demikian, 

implementasi fatwa dalam qanun 

menghadapi tantangan besar, 

terutama terkait dengan 

konstitusionalitas dan penerimaan 

masyarakat terhadap hukum yang 

berbasis agama. Ketegangan sosial, 

perbedaan interpretasi dalam fiqh, 

serta rendahnya tingkat sosialisasi 

fatwa dapat menghambat efektivitas 

fatwa dalam mempengaruhi 

kebijakan hukum secara luas. 

Dengan demikian, meskipun 

fatwa memiliki pengaruh besar 

dalam membentuk dan 

memodifikasi qanun, proses ini 

memerlukan kesadaran yang lebih 

mendalam tentang tantangan 

integrasi antara hukum agama dan 

hukum negara. Oleh karena itu, 

keberlanjutan relevansi fatwa dalam 

konteks hukum modern 

memerlukan penyesuaian yang hati-

hati terhadap nilai-nilai masyarakat 

yang terus berkembang, serta peran 

ulama yang tetap responsif terhadap 

kebutuhan sosial yang ada. 
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